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Kompooen peradilan yang cukup urgen adalah Kcpolisian, Kejaksaan, Pengadilan 
dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tcrsebut salah satunya adalah 
polisi. DaJam proses pidana, polisi yang berpcran sebagai pen)idik. Didalam proses 
pemeriksaan terhadap tersang)rn seringkali kila dengar atau membaca berita yang 
berhubungan dcngan tindak kckerasan yang dilakukan polisi dalam ioterog;is~ tcrbukti 
dcngan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa )tckerasan yang 
dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat Leratas. 

Dari keterangan di atas sepertinya tersaogka adalab orang yang benar-benar 
harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih 
tersang)rn atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dao setiap manusia 
memiliki hak yang sama. Narnun dalam praktek, ~ita jumpai seorang tersangka dianggap 
sudah merupakan pelaku kejahatan sehlngga meskipun masih dalarn proses penyidikan, para 
tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi. 

Perlindungan bulrum tcrhadap bak-halc tcrsaogka tidak aluin dapat bcrjalan dengan 
baik, jika telah terjadi tindak kckerasan yang dilakukan oleb pcjabat yang berwcnang, 
khususnya opabila selnma proses pcoyidikan terjodi tindakan-tindakan yang dikategorikan 
dcngan violence (kekcrasan) dnn torture (peoyiksaan) yang sangat mcmpengaruhi koodisi si 
tersangka baik secara jasmaoi maupun mcntalnya. 

Dalam KUl!AP, UU tcntang llAM maupun UUD 1945 (yang tclah diamandemeo) 
scndiri telab sarna-sama meoyatakao bahwasanya sctiap orang berhak untuk bebas dari 
penyiksaan atau perlakukan yang mcrendahkan dcrajat dan martabat manusin, khususnya 
dengan tegas mengatur kedudukan hak tcrsangka dalam sctiap pemcriksaan. Oleb karena 
setiap pemerikaan dengao mengguoakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagaj 
pelanggaran tcrhadap HAM. 

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalarn proses peyidikao tcrsangka dapat 
mengguoakan upaya hukum, antara lain dengan mcngajukan praperadilan. Ditinjau dari segi 
s1n1ktur dan susuoan peradHan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradifan yang 
berdiri seodiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam melakul..ao pengawasan sccara 
horizontal yang bcrfungsi melakukan pengawasan tcrbadap pelaksanaan upaya paksa dalam 
tingkat peoyidikan maupun penuntutan. 
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